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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari pembahasan di dalam BAB Il yang merupakan hasil penelitian
penulis, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan sebagai jawaban rumusan

masalah, yaitu:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan
sanksi kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi mendasarkan
pertimbangannya pada:

a) Sifat pelaku yang dilihat lebihjauh terkait dengan itikad baik maupun
pernah atau tidak sebelumnya melakukan tindak pidana serupa maupun
tindak pidana lain.

b) Hakekat perbuatan yang dilakukan pelaku dengan melihat latar
belakang pelaku dalam melakukan tindak pidana desersi tersebut.

c) Akibat atau dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana desersi
tersebut. Hal ini berhubungan dengan tindak pidana desersi yang
dilakukan pada masa damai dan masa perang yang memiliki dampak
perbuatan berbeda

2. Kendala yang dihadapi hakim Pengadilan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta
dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana
desersi dapat ditegaskan, yaitu:

a) Terhadap perkara in absencia tidak ditemui permasalahan atau
problematika hokum mengingat terhadap hal tersebut sudah diatur dan

diakomodir dalam Pasal 124 ayat (4), Pasal 141 ayat (10) , dan Pasal 143
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b) Secara prinsip dimana dalam penjatuhan pidana seharusnya dihadiri oleh
terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diterapkan sanksi pidana
terhadapnya. Hal ini mengingat agar pidana yang dijatuhkan terhadap
terdakwa dapat memberikan efek jera, manfaat, dan dapat memberikan
pengetahuan terhadap terdakwa di satusisi, serta memberi penjelasan
terhadap hakim mengapa terdawa melakukan tindak pidana desersi tersebut

disisilain.

B. Saran

Sesuai dengan judul yang diambil tentang “Pertimbangan Hakim Pengadilan
Militer 11-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang
melakukan tindak pidana desersi, penulis melihat bahwa hakim dalam
pertimbangannya ketika menjatuhkan sanksi masih berdasarkan pada aturan hokum
pidana yang secara khusus atau spesifik terkait desersi, namun dalam regulasi aturan
tersebut tidak member mekanisme yang dapat menanggulangi permasalahan Ratio
Pertimbangan putusan hakim secara prinsip yang harus mampu memberi putusan
yang memberi efek jera, pembelajaran, keadilan, dan mengetahui lebih dalam
permasalahan yang dihadapi terdakwa sehingga melakukan desersi tersebut. Untuk itu

disarankan  adanya  perbaikan aturan  untuk memuat hal tersebut.
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